GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH
KAMPUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah
satu kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah
daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka
meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;

b. bahwa berdasarkan kondisi kemiskinan Provinsi
Sulawesi Tengah yang masih besar dan lebih tinggi
dibandingkan dengan angka nasional, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah perlu merumuskan program
penanggulangan kemiskinan berbasis bedah kampung;

c. bahwa pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung di Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2015 perlu disusun pedoman
umum dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2015;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukkan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukkan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunhan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-
2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 11);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
UMUM PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH
KAMPUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 yang selanjutnya
disebut PTPK-BBK Tahun 2015 merupakan dokumen
kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang
menjadi pedoman umum bagi Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di
Sulawesi Tengah serta seluruh pemangku kepentingan
dalam pelaksanaannya.

Pasal 2

(1) Dokumen PTPK-BBK Tahun 2015 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP
PENGELOLAAN;

BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN;

BAB IV : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA;

BAB V : PENDANAAN;

BAB VI : MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN; dan

BAB VII : PENUTUP.

(2) Dokumen PTPK-BBK Tahun 2015 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(3) Dokumen PTPK-BBK Tahun 2015 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen
bagi : :

a. gTim Pelaksana Kegiatah Desa/Kelurahan
sebagaimana tercantum dalarh Lampiran II;

b. Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten/Kota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan



(4) Lampiran II dan Lampiran IIl sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dokumen PTPK-BBK Tahun 2015 menjadi pedoman
dalam penyusunan Petunjuk Teknis oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi
para pemangku kepentingan serta Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di
Sulawesi Tengah dalam upaya pelaksanaan PTPK-BBK

Tahun 2015.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2014

SEK DAERAH PROVINSI
” SULAWES] TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 348



